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Selama  hampir  satu  dasawarsa  memegang  kendali  kekuasaan,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung
Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun
2014 hingga 2024, meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan
demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Janji perubahan
dan kesejahteraan yang digaungkan di awal masa kepemimpinannya
justru  berujung  pada  serangkaian  kegagalan  yang  merusak
tatanan berbangsa dan bernegara.

Salah satu tragedi yang membekas dalam ingatan publik adalah
kematian  ratusan  petugas  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan
Suara (KPPS) pada Pemilu 2019. Kasus ini menimbulkan tanda
tanya besar tentang transparansi dan kejujuran dalam proses
demokrasi di Indonesia. Hingga kini, penyebab kematian massal
tersebut  masih  diselimuti  kabut  misteri,  tanpa  investigasi
yang memadai dan memuaskan publik. Alih-alih menjadi pesta
demokrasi,  Pilpres  2019  justru  menyisakan  duka  dan
ketidakpercayaan terhadap proses pemilu di bawah pemerintahan
PDIP.

Kemudian, Kasus Kanjuruhan pada tahun 2022, di mana ratusan
suporter tewas akibat tragedi di stadion, menjadi bukti nyata
buruknya manajemen keamanan dan lemahnya penegakan hukum di
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Indonesia. Kasus ini memperlihatkan betapa nyawa rakyat sering
kali dianggap murah dan diabaikan oleh sistem yang korup dan
tidak  profesional.  Keputusan  hukum  yang  ringan  bagi  para
pelaku  juga  menunjukkan  lemahnya  komitmen  pemerintah  dalam
memberikan keadilan bagi korban.

Selanjutnya, masih segar dalam ingatan kita soal kematian enam
anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Cikampek pada
tahun 2020 menambah daftar hitam pelanggaran hak asasi manusia
di  era  pemerintahan  PDIP.  Peristiwa  ini  menimbulkan
kontroversi besar karena banyaknya kejanggalan dalam proses
hukum  dan  penyelidikan  yang  tidak  transparan.  Kasus  ini
menyoroti praktik kekerasan negara yang mengabaikan prinsip-
prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Tak  hanya  itu,  dalam  sepuluh  tahun  terakhir,  Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mencatat  bahwa  sebagian  besar
kasus  korupsi  yang  terungkap  melibatkan  pejabat  dan  kader
PDIP. Mulai dari kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang
menjerat  Menteri  Sosial  Juliari  Batubara,  hingga  berbagai
skandal  lainnya  yang  melibatkan  kepala  daerah  dan  anggota
legislatif dari partai tersebut. Kasus ini menambah catatan
suram  PDIP  sebagai  partai  penguasa  yang  gagal  menjaga
integritas  dan  amanah  rakyat.

Selain itu, kasus perampasan tanah dan alih fungsi lahan juga
menjadi warisan buruk selama kekuasaan PDIP. Pulau Galang di
Kepulauan Riau, yang memiliki potensi strategis dan sejarah
besar,  dialihfungsikan  tanpa  mempertimbangkan  hak-hak
masyarakat lokal. Demikian pula dengan proyek Pantai Indah
Kapuk (PIK 2) yang melibatkan alih fungsi lahan besar-besaran
di pesisir Jakarta, memunculkan polemik karena prosesnya yang
sarat dengan isu ketidakadilan dan dugaan perampasan tanah
rakyat.

Kedua  kasus  ini  menjadi  contoh  nyata  bagaimana  oligarki
ekonomi dan Politik yang dipelihara selama era PDIP telah
menguasai sumber daya alam dan mengorbankan hak-hak rakyat

https://orinews.id/tag/kpk/
https://orinews.id/tag/politik/


kecil.  Proyek-proyek  raksasa  ini  mengabaikan  kesejahteraan
rakyat  demi  keuntungan  segelintir  elite,  yang  sering  kali
berafiliasi dengan kekuasaan.

Dalam  satu  dekade  terakhir,  Indonesia  seharusnya  menikmati
bonus  demografi  dengan  ledakan  jumlah  kaum  milenial  yang
produktif. Namun, kesempatan emas ini terbuang sia-sia akibat
kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pengangguran di
kalangan anak muda meningkat, sementara lapangan kerja bagi
tenaga  kerja  asing  justru  dipermudah.  Kebijakan  ini  tidak
hanya  merampas  hak  rakyat  atas  pekerjaan,  tetapi  juga
memperburuk  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  di  tengah
masyarakat.

Rakyat  juga  dipaksa  menanggung  beban  ekonomi  yang  semakin
berat. Penerapan pajak di hampir semua sektor ekonomi menambah
penderitaan,  sementara  kenaikan  harga  kebutuhan  pokok
memperburuk daya beli masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan
minimnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, yang
justru menjadi korban utama dari ketidakstabilan ekonomi.

Ironi Retorika Keadilan PDIP
Di tengah catatan kelam ini, sangat ironis ketika Sekretaris
Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka
korupsi, justru berbicara tentang perjuangan untuk keadilan
rakyat. Pernyataan ini tidak hanya kontradiktif, tetapi juga
mencerminkan sikap hipokrit yang mencederai akal sehat rakyat.

Selama sepuluh tahun kekuasaan, PDIP memiliki kesempatan emas
untuk  memperbaiki  sistem  hukum,  ekonomi,  dan  kesejahteraan
sosial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—kerusakan yang
sistemik  dan  tatanan  yang  hancur  lebur.  Kini,  setelah
kehilangan kekuasaan, mereka berusaha membangun opini negatif
terhadap  pemerintahan  baru,  seolah-olah  mereka  telah  lama
menjadi partai oposisi.

Rakyat  Indonesia  tentu  tidak  mudah  melupakan  semua  ini.



Politik pencitraan dan retorika kosong tidak lagi cukup untuk
menutupi kegagalan yang telah tercatat dalam sejarah. Bangsa
ini membutuhkan kepemimpinan yang jujur, berintegritas, dan
benar-benar  bekerja  untuk  rakyat,  bukan  sekadar  membangun
narasi untuk menyelamatkan citra politik yang telah runtuh.

Sudah  saatnya  Indonesia  melangkah  maju  dengan  meninggalkan
pola-pola politik lama yang merusak dan beralih pada kerja
nyata demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh
rakyat.  Rakyat  menuntut  keadilan  yang  sesungguhnya,  bukan
sekadar janji-janji kosong yang berulang kali dikhianati.
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